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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN 

NOMOR 2: TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHON ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

o. unaang-unaang Nomor 1 Tatnm 2ooq. tenLan~ Pernendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
85, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tah.un 2009 lentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 13 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indon esia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Peroerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den~an 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

16. Peraturan Pemeriulah Nomor 23 Talnm 2005 Lentc111g Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Indonesia 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4616); 

20. Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu.., 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara(Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 17 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lemooran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhlr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurnber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana teJah beberapa kali 
diubah terak,hir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
465); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Seri.ta Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Ba.rang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pela.ksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Sela.tan Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Sela.tan Nomor 3 Tahun 2016 
tentang PembenLukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 
2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Nomor 2); 
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 201 7 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bari to 
Selatan Nomor 6); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bari to Selatan Tahun 2019 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nornor 12); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN 

dan 

BUPATI BARITO SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
semula berjumlah l.102.450.772.191,92 bertambah sejumlah 
Rp. 55.098.779.799,87 sehingga menjadi Rp. l.157.549.551.991,79 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan 
1. Semula Rp. l.022.489.791.152,92 
2. Bertambah Rp. 15.508.942.347,00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. l.037.998.733.499,92 

b. Belanja Daerah 
1. Semula Rp.l.102.450.772.191,92 
2. Bertambah Rp. 55.098.779.799,87 
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. l.157.549.551.991 ,79 
(Defisit) setelah perubahan ..... ... .............. . Rp. (119.550.818.491,87) 

c. Pernbiayaan 
1. Penerimaan Pembiayaan 

a) Semula Rp. 80.960.981.039,00 
b) Bertambah Rp. 39.589.837.452,87 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 120.550.818.491,87 

2. Pengeluaran Pembiayaan 
a) Semula Rp. 1.000.000.000,00 
b) B ertambah/ 

Berkurang Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 
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Jumlah Pembiayaan Netto 
setelah perubahan Rp. 119.550.818.491,87 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
setelah perubahan Rp. 0.,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Semula Rp. 90.559.767.693,00 
2. Bertambah Rp. 10.299.942.347,00 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
setelah Perubahan Rp. 100.859.710.000,00 

b. Dana Perimbangan 
1. Seroula Rp. 794.879.234.000,00 
2. Bertambah/ 

Berkurang Rp. 0,00 
Jumlah Dana Perimbangan 
setelah Perubahan Rp. 794.879.234.000,00 

c . Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
1. Semula Rp. 137.050.789.459,92 
2. Bertambah Rp. 5.209.000.000,00 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah setelah Perubahan Rp. 142.259.789.459,92 

(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah 

1. Semula 
2. Bertam bah 
Jumlah Pajak Daerah 
setelah Peru bahan 

b. Retribusi Daerah 
1. Semula 
2. Bertambah / 

Berkurang 
Jumlah Retribusi 
setelah Perubahan 

Rp. 18.695.996.280,00 
Rp. 4.750.000.000,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

5.187 .393.774,00 

0,00 

Rp. 

3. Hasil Pengolahan Kekayaan Yang di Pisahkan 
1. Semula Rp. 8.957.726.131,00 
2. Bertambah/ 

Berkurang Rp. 0,00 
Jumlah Hasil Pengolahan Kekayaan 

23.445.996.280,00 

5.187.393.774,00 

Yang di Pisahkan setelah Perubahan Rp. 8.957.726.131,00 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
1. Semula Rp. 57.718.651.508,00 
2. Bertambah Rp. 5.549.942.347,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan A:sli Daerah 
Yang 8ah setelah Perubahan Rp. 63.'268.593.855,00 
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
terdiri dari: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 
l. Semula Rp. 63.841.960.000,00 
2. Bertambah/ 

Berkurang Rp. 0,00 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Suk.an Pajak 
setelah Perubahan Rp. 63.841.960.000,00 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 
1. Semula Rp. 590.286.244.000,00 

Bertambah/ 
Berkurang Rp. 0,00 
Jumlah Dana AJokasi Umum (DAU) 
setelah Perubahan Rp. 590.286.244.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
1. Semula Rp. 140.751.030.000,00 
2. Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) 
setelah Perubahan Rp. 140.751.030.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ayat (1) huruf c terdiri dari: 
a. Dana Hibah 

1. Semula Rp. 
2. Bertambah/ Rp. 

Berkurang 
Jumlah Dana Hibah 

18. 7 14 . 000.000 ,00 
5.209.000.000,00 

setelah Perubahan Rp. 23.923.000.000,00 
b. Dana Bagi Hasil Pajak 

1. Semula Rp. 34.018.099.042,92 
2. Berkurang Rp. 0,00 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 
setelah Perubahan Rp. 34.018.099.042,92 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1. Semula Rp. 82.580.260.000,00 
2. Bertambah/ Rp. 0,00 

Berkurang 
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
setelah Perubahan Rp. 82.580.260.000,00 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Provfr1si Daerah Lainnya 
1. Semula Rp. 0 ,00 
2. Bertambah/ Rp. 0,00 

Berkurang 
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Provinsi 
Daerah Lainnya 
setelah Perubahan Rp. 0,00 

e. Pendapatan Lainnya 
l.Semula Rp. 1.738.430.417,00 
2. Bertam bah/ 

Berkurang Rp. 0,00 

Jumlah Pendapatan Lainnya 
setelah Perubahan Rp. 1.738.430.417,00 
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Pasal 3 

(l)Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 tcrdiri dari: 

a . Belanja Tidak Langsung (BTL) 
1. Semula Rp. 609.891.775.180,92 
2 . Bertambah Rp. 9.888.483.302 ,87 

Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL) 
setelah Perubahan Rp. 619.780.258.483,79 

b. Belanja Langsung (BL} 
1. Semula Rp. 492.558.997.011,00 
2.Bertambah Rp. 45.210.296.497,00 

Jumlah Belanja Langsung (BL} 
setelah Perubahan Rp. 537.769.293.508,00 

(2) Belanja Tidal{ Langsung (BTL) sebagaimana dimaksud dalarn ayat (l} 
huruf a terdiri dari: 

a. Belanja Pegawai 
1. Semula 
2. Bertambah 

Rp. 435.891.556.775,52 
Rp. 154.333.729,26 

Jumlah Belanja Pegawai 
setelah Perubahan 

b. Belanja Subsidi 
1. Semula Rp. 

Rp. 436.045.890.504,78 

0,00 
2. Bcrtambah/ Rp. 0,00 

Berkurang 
Jumlah Belanja Subsidi 
setelah Perubahan Rp. 0 ,00 

c . Belanja Bunga 
1. Semula 
2. Bertambah 

Rp. 
Rp. 

0 ,00 
3.663. 753.573,61 

Jumlah Belanja Hibah 
setelah Perubahan Rp. 3.663. 753.57 3,61 

d. Belanja Hibah 
1. Semula 
2 . Bertambah 

Rp. 19.000.000.000,00 
Rp. 4.921.665.000,00 

Jumlah Belanja Hibah 
setelah Perubahan Rp. 23.9 21.665.000,00 

3. Belanja Bantuan SosiaJ 
1. Semula Rp. 2.500.000.000,00 

2. Bertambah / 
Berkurang Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial 
setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00 

4. Belanja Bagi Hasil 
1. Semula Rp. 
2 . Berkurang Rp. 

Jumlah Belanja Bagi Hasil 
setclah Perubahan 

2.388.339.005,40 
475.000.000,00 

Rp. 2.863.33 9 .005 .40 
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S. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Desa 
1. Semula Rp. 149.111.879.400,00 
2. Bertambah Rp. 673.731.000 ,00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Oesa 
setelah Perubahan Rp. 149.7 85.610.400 

6. Belanja Tidak Terduga 
1. Semula Rp. 
2. Bertambah / Rp. 

Berkurang 

l .000.000.000,00 
0,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 
setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung (BL) sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b 
terdiri dari: 

a. Belanja Pegawai 
1. Semula 
2 . Bertambah 

Rp. 
Rp. 

52.200.086 .102,34 
5.510.004.000,34 

Jumlah Belanja Pegawaj 
setelah Peru bahan Rp. 57.710.090.102,34 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1. Semula Rp. 
2. Bertambah Rp. 

211.312.256.422,71 
37.789.715.521,00 

Jumlah Belanja Barang clan Jasa 
setelah Perubahan Rp. 249.101.971.943,7 l 

C. Belanja Modal 
1. Semula Rp. 
2. Bertambah Rp. 

229.046.654.485,95 
l.910.576.976,00 

Jumlah Belanja Modal 
setelah Perubahan Rp. 230. 957 .231.461, 95 

Pasal 4 

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
dari Jenis Pembiayaan: 
SiLPA Tahun Anggaran sebelu mnya 
a. Semula Rp. 80.960.981.039,00 
b. Bertambah Rp. 14.637.017.729,26 

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya 
setelah Perubahan Rp. 95.597.998.768,26 

Penerimaan Pinjaman Daerah 
a. Semula Rp. 0,00 
b. Bertambah Rp. 24.952.819.723,61 

J u mlah SiLPA Tahun Anggara n sebclumnya 
setelah Perubahan Rp. 24.952.819 .723,61 

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
dari: 
Penyertaan Modal 
a. Semula Rp. 1.000.000.000,00 
b. Bertambah/ 

Berkurang Rp. 0,00 
Jumlah Penyertaan Modal 
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setelah Peru bahan Rp. 1.000.000.000,00 

(3) Pembiayaan Netto 

a. Semula Rp. 79.960.981.039,00 
39 .589 .837.452,87 b . Bertambah Rp. 

J umlah Pem biayaan Netto 
setelah Perubahan Rp. 119.550.818.491,87 

(4) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan 

a. Semula Rp. 0,00 
b. Bertambah/ 

Berkurang Rp. 0,00 
Jumlah Pembiayaan Netto 
setelah Perubahan Rp. 0,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I 

b. Lampiran 11 

c . Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e . Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lam piran VIII 

1. Lampiran IX 

J. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

l. Lampiran Xll 

m.Lampiran XIII 

Ringkasan Perubahan APBD; 

Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 
Rincian Perubahan APBD menu.rut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 
Kegiatan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lainnya; 

Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya 
yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran ini; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 



Pasal 6 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
landasan operasional pelak.sanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati . 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Selatan. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR , 
NOREG PERATURAN DAERAH K.-t\BUPATEN BARITO SELATAN, 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH : , ., / Y; /2019 

1 I 



I . UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan dan 

keuangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan 

pelayanan umum dan pembangunan. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah telah melalui mekanisme yang diawali penyusunan Rancangan 

Kebijakan Umum APBD (KUA} dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang 

dilakukan Pemerintah Daerah bersarna-sama DPRD. 

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Barito Selatan Tahun Anggaran 2019, di susun berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Uru.san Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; 

b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, 

efektif, bertanggung jawab dengan memperbatikan rasa keadilan, kepatutan dan 

manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Barito Selatan; 

c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang APBD; 

d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 

e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 

Untuk menjaga konsistensi program pembangunan daerah, maka Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada skala prioritas dengan titik berat pada 

Sektor Pendidikan, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan dan Sektor lainnya sesuai 

dengan tingkat kebutuhan riil daerah. 

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 
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